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Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ed 

PENETAPAN 

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ed 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA ENDE 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam 

sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan 

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh: 

PEMOHON I, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 11 Maret 

1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, 

pendidikan SLTP, bertempat tinggal di 

KABUPATEN ENDE, sebagai Pemohon I; 

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ro’o, 22 Juni 1994, 

agama Islam, pekerjaan Industri, pendidikan 

SD, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, 

sebagai Pemohon II; 

  Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara 

bersama-sama disebut sebagai para 

Pemohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon. 

DUDUK PERKARA 

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 

September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada 

tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 

39/Pdt.P/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang 

telah melangsungkan pernikahan secara syari’at Islam pada tanggal 22 

Maret 2021 di Waingapu Sumba, dengan mas kawin sebuah baju Ende, 

dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Said 
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Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ed 

Ahmad, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung ayah 

dari Pemohon II yang bernama Kowe dan ijab qabul antara Pemohon I 

dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta 

dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad dan 

Abdullah; 

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dibuktikan dengan 

Akta Cerai Nomor: 51/AC/2022/PA.Ed sedangkan Pemohon II berstatus 

perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 30 tahun dan 

Pemohon II berusia 27 tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 

(satu) orang anak yang bernama: 

- Aishwa Khumairah; 

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende; 

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan 

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan 

hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak; 

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, 

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat 

dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik 

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap 

beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang 

sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu 

dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 

Pelum.464/SKTM/PDR/120/VIII/2024 dan Nomor : Pelum.464/SKTM/PDR/1
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Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ed 

21/VIII/2024 . Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan 

untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo); 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut : 

selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;   

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2021 di Waingapu Sumba;   

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

pernikahannya ke KUA Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;   

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku;   

Subsidair: 

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya. 

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan 

pengumuman Pengadilan Agama Ende mulai tanggal 19 September 2024 

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, 

namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan 

keberatan ke Pengadilan Agama Ende sehubungan dengan permohonan Itsbat 

Nikah tersebut; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di 

persidangan; 

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada Para 

Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya; 

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada 

Hakim Tunggal mencabut perkaranya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercata 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penetapan ini. 

Disclaimer
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Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ed 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan 

memohon mencabut perkaranya; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut 

dapat dibenarkan secara hukum karaena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, 

karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini 

telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu 

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam 

register perkara dalam kolom keterangan; 

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, 

oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk 

dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para 

Pemohon; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan 

Agama Ende jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan 

Agama Ende, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Pengadilan 

Agama Ende Tahun 2024; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini. 

MENETAPKAN:  

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

39/Pdt.P/2024/PA.Ed, dari Para Pemohon; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui 

DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024; 
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Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ed 

Demikian ditetapkan pada hari Jum’at, tanggal 11 Oktober 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Nasruddin, S.H.I., 

sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim 

Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, S.HI sebagai Panitera 

Pengganti, serta dihadiri oleh para Para Pemohon. 

 

Panitera Pengganti,  

Ttd. 

Siti Aminah, S.HI 

Hakim Tunggal, 

Ttd. 

Nasruddin, S.H.I. 

 

Perincian biaya : 

-  Nihil : Rp 0,00 
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